
 

85 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen dakwah partai 

kebangkitan bangsa (PKB) dan dewan pengurus wilayah (DPW) PKB Sumatera 

Barat, khususnya pada aspek pemrograman, penjawadwalan dan penganggaran 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pemrograman dakwah di DPW PKB Sumatera Barat dilaksanakan secara 

rencana melalui berbagai program pembinaan kader dan kegiatan 

keagamaan. program utama yang terjadi fokus adalah kaderisasi yang terdiri 

atas sekolah kadar pertama (SKP), pendidikan kader minimal (PKM), dan 

pendidikan kajian nasional yang menjadi pedoman DPP PKB. terdapat 

kegiatan pengkajian, ceramah agama, dengan kyai, ulama dan tuanku, 

kunjungan ke pondok pesantren, serta perjuangan aspirasi masyarakat 

melalui jalur kebijakan publik seluruh program tersebut bertujuan 

membentuk badan yang memiliki kemampuan kepemimpinan, memahami 

nilai-nilai keislaman serta mampu menjalankan fungsi dakwah di tengah 

masyarakat. 

2. Penjadwalan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPW PKB Sumatera 

Barat seperti Pencak walang program dakwah dilakukan secara sistematis 

melalui koordinasi antara DPP, DPW, dan DPD. Jadwal kegiatan ditetapkan 

dalam rapat kerja organisasi dengan memperhatikan agenda tahunan, 

kesiapan anggaran, ketersediaan narasumber,  dan kondisi organisasi. DPP 
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memberikan ketentuan mengenai pelaksanaan kaderisasi minimal dua kali 

dalam satu tahun, sedangkan pelaksanaan teknis disesuaikan oleh masing-

masing DPW dan DPC. apabila terjadi kendala atau bentuk jadwal, 

dilakukan penyesuaian melalui koordinasi sehingga seluruh kader tetap 

memperoleh kesempatan mengikuti proses kaderisasi. 

3. Penganggaran program dakwah disusun berdasarkan kebutuhan setiap 

kegiatan dan mengacu pada ketentuan organisasi. sumber pendanaan berasal 

dari bantuan keuangan partai politik dan (BanPol), iuran anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, anggota DPR RI, iuran fraksi, serta dana 

operasional partai pengelolaan anggaran dilakukan oleh bendahara dan 

sekretariat partai. dengan menyerahkan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. setiap penggunaan dana wajib disertai bukti 

pertanggungjawaban (SPJ) dan dievaluasi melalui musyawarah wilayah 

muswil musyawarah cabang (Muscab), mutlak serta pemeriksaan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

4. Secara keseluruhan, manajemen dakwah di PPP PKB Sumatera Barat telah 

menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi pemrograman 

penjadwalan, dan penganggaran secara teratur. pelaksanaan fungsi-fungsi 

tersebut mendukung tercapainya tujuan dakwah partai, yaitu membentuk 

kader yang berkualitas, memperkuat hubungan dengan ulama dan 

masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan umat melalui kegiatan 

keagamaan dan kebijakan publik. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Pemrograman Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah 

Sumatera Barat. DPW PKB Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan 

pemrograman kegiatan dakwah secara lebih terstruktur dan sistematis. 

Program yang telah dirancang, seperti kaderisasi, pengajian, ceramah 

keagamaan, silaturahmi dengan ulama dan kiai, kunjungan ke pondok 

pesantren, serta kegiatan sosial, hendaknya terus dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan kader dan masyarakat. Selain itu, setiap program 

sebaiknya memiliki tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan yang lebih 

jelas agar pelaksanaan program dapat diukur dan dievaluasi secara berkala. 

Pemrograman juga perlu tetap bersifat fleksibel sehingga dapat 

menyesuaikan dengan kondisi dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan 

kegiatan. Hal ini sejalan dengan teori pemrograman yang menekankan 

pentingnya penyusunan langkah-langkah kegiatan secara sistematis serta 

adanya alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan. 

2. Penjadwalan Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah 

Sumatera Barat. DPW PKB Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan 

sistem penjadwalan kegiatan dakwah agar seluruh program dapat terlaksana 

secara lebih efektif dan teratur. Penyusunan jadwal hendaknya 

mempertimbangkan kesiapan peserta, narasumber, tempat, sumber daya, 

serta anggaran yang tersedia. Selain itu, perlu disiapkan jadwal alternatif 

apabila terjadi perubahan atau benturan dengan kegiatan organisasi lainnya. 
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Mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan beberapa 

kegiatan menyesuaikan dengan pencairan dana bantuan politik, maka DPW 

PKB Sumatera Barat perlu membuat perencanaan waktu yang lebih 

fleksibel agar kegiatan dakwah tetap dapat berjalan sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan. 

3. Penganggaran Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah 

Sumatera Barat. DPW PKB Sumatera Barat diharapkan dapat terus 

meningkatkan penganggaran kegiatan dakwah secara efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. Penyusunan anggaran hendaknya disesuaikan 

dengan prioritas program serta kebutuhan masing-masing kegiatan, 

sehingga sumber daya keuangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara 

optimal. Selain itu, evaluasi antara anggaran yang telah direncanakan 

dengan realisasi penggunaan anggaran perlu dilakukan secara berkala 

sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan anggaran berikutnya. 

Kelengkapan bukti pertanggungjawaban dan laporan keuangan juga perlu 

terus dipertahankan agar pengelolaan dana kegiatan dakwah dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan organisasi. Dengan 

demikian, penganggaran tidak hanya menjadi pendukung pelaksanaan 

kegiatan, tetapi juga dapat menjamin keberlangsungan program dakwah 

DPW PKB Sumatera Barat. 
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C. Keterbatasan penelitian. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya memfokuskan 

kajian pada fungsi manajemen dakwah yang meliputi program, penjawalan, dan 

penganggaran di DPW PKB Sumatera Barat. dari hasil wawancara dengan 

narasumber tertentu sehingga hasil penelitian. masih terbatas pada konteks 

organisasi yang diteliti berarti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih 

banyak informasi dan mengkaji seluruh fungsi manajemen dakwah agar 

diperoleh hasil yang lebih banyak informasi yang mengkaji seluruh fungsi 

manajemen dakwah agar diperoleh hasil yang lebih mendalam. 
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